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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Indonesia ialah Negara demokrasi, sejak 17 Agustus 1945 Indonesia merupakan negara 

demokratis seperti yang tertulis dalam pasal 1 UUD Indonesia menyatakan negara 

Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional dan negara hukum. Negara demokrasi 

itu terwujud karena negara Indonesia menghormati hak-hak asasi manusia dalam 

memberikan rakyat Indonesia suara, untuk memilih aturan Indonesia dengan baik dan 

benar. Dengan adanya pemilihan-pemilihan kepala desa maupun pemilihan umum, dimana 

yang dipilih adalah rakyat Indonesia sendiri untuk mewakili rakyat Indonesia dalam 

mengatur tatanan pemerintah Indonesia dan sistem negara Indonesia itu sendiri. 

      Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya 

memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. 

Demokrasi juga mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Untuk mewujudkan partisipasi demokrasi dalam suatu pemilu yaitu 

melalui berbagai cara agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang masih awam 

dalam dunia politik, salah satunya dengan memberikan suatu kegiatan pendidikan politik di 

kalangan masyarakat. 

 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan 

tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat pencapainnya tersebut di ukur 

berdasarkan suatu pelaksanaan dan perkembangan dalam tiga aspek demokrasi, yaitu 

Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga 

Demokrasi (Institution of Democracy). Adapun metode yang didapatkan dari penghitungan 
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IDI yaitu menggunakan empat sumber data, yaitu review surat kabar lokal, review 

dokumen (Perda, Pergub, dll), Focus Grup Discussion (FGD), dan wawancara mendalam. 

Tabel  1. Persentase IDI Sumsel tahun 2009-2018 

No. Tahun Persentase IDI Sumsel Kategori 

1. 2009 75,52 Sedang 

2. 2010 73,65 Sedang 

3. 2011 67,92 Sedang 

4. 2012 73,17 Sedang 

5. 2013 67,12 Sedang 

6. 2014 78,42 Sedang 

7. 2015 79,81 Sedang 

8. 2016 80,95 Baik 

9. 2017 74,04 Sedang 

10. 2018 77,14 Sedang 

Sumber : Diolah Penulis dari Website BPS Sumsel  

 Berdasarkan dari tabel di atas bahwa Perkembangan IDI Sumsel dari 2009 hingga 

2017 mengalami fluktuasi yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumsel 2017 sebesar 

74,04 dari skala 0 sampai 100, angka ini turun 6,91 poin dibandingkan dengan IDI Sumsel 

2016 sebesar 80,95. Dengan adanya penurunan ini, tingkat demokrasi di Provinsi Sumsel 

kembali menjadi kategori “sedang” dimana pada tahun 2016 sudah berada pada kategori 

“baik”.  

 Kemudian pada IDI Sumsel tahun 2018 sebesar 77,14 dari skala 0 sampai 100 yang 

masih mendapatkan kategori “sedang” serta mengalami kenaikan sebesar 3,10 poin 

dibandingkan tahun 2017 sebesar 74,04 meskipun masih terbilang mengalami penurunan 

dari tahun 2016 tersebut yang berada kategori “baik”. 

 Fluktuasi angka IDI adalah cermin dinamika demokrasi Indonesia. IDI sebagai sebuah 

alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang 

sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi tersebut. Karena IDI disusun 

berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan 

refleksi realitas yang terjadi. 
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 Adapun beberapa solusi pemerintah dalam mencerdaskan bangsa terutama generasi 

muda yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik. Pendidikan politik 

ialah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab 

setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman masyarakat 

hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan 

mereka melainkan urusan pemerintah saja, sehingga masyarakat masih ada yang dibodohi 

atau diberikan janji-janji yang hanya omongan saja, padahal dalam realitanya atau 

penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk.  

 Dalam pencegahannya agar tidak terulang kembali, maka dari itu diberikanlah 

pendidikan politik kepada masyarakat dalam segala kalangan usia diwujudkan dalam 

kegiatan yang nyata. Bukan hanya tertera pada UU saja atau hanya menjadi program-

program diatas kertas tanpa realisasi bagi partai politik dan pemerintah.  

 Untuk mewujudkan suatu tujuan agar dapat meningkatkan kesadaran hak dan 

kewajiban masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatkan kemandirian, 

kedewasaan, juga berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah 

bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan terutama generasi muda 

yang akan menjadi penerus bangsa. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Permendagri 

No 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik sebagai 

landasan utama dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan fasilitasi pendidikan politik. 

 Selain itu, pendidikan politik bagi generasi muda juga diintruksikan dalam Inpres No. 

12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda bahwa mereka sebagai 

penerus cita-cita bangsa Indonesia perlu diberikan pendidikan politik untuk mengetahui 

norma, nilai, tata cara, dan aturan dalam kehidupan politik bangsa, dalam arti tujuan 

pendidikan politik ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan 
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berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha 

untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.  

 Pada Permendagri No 36 Th 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan 

Pendidikan Politik yang menimbang : 

a)  Bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban 

dalam mengembangkan kehidupan demokrasi; 

b)  Bahwa untuk pengembangan kehidupan demokrasi diperlukan pendidikan politik bagi  

masyarakat; 

c)  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitasi 

Penyelenggaraan Pendidikan Politik.  

 Adapun tujuan pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik pada Pasal 2 

yaitu seperti : 

a) Memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi 

penyelenggaraan pendidikan politik; dan 

b) Memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi 

kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah 

dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di daerah. 

 Kemudian adapun Sasaran dari fasilitasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan 

pendidikan politik pada Pasal 3 yaitu : 

a) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

b) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam 

penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan; dan 
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c) Meningkatkan dalam perkembangan karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan 

sejarah bangsa. 

 Kegiatan dalam pelaksanaan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik pada 

Bab IV, Pasal 6 ialah seperti berikut : 

a) Seminar dan lokakarya; 

b) Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan; 

c) Asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis; 

d) Pagelaran seni dan budaya; 

e) Jambore, perkemahan, napak tilas; dan 

f) Berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis 

ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu. 

 Kelompok sasaran penyelenggaraan pendidikan politik pada Pasal 7 yaitu meliputi : 

(1)  Kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi: 

a) Partai politik; 

b) Partai politik lokal; 

c) Organisasi kemasyarakatan; 

d) Lembaga nirlaba lainnya; dan 

e) Lembaga atau instansi vertikal di daerah. 

(2)  Partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 

huruf b, merupakan partai politik di daerah yang berbadan hukum. 

(3)  Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan 

organisasi yang berbadan hukum. 

(4)  Lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan 

lembaga yang tidak berbadan hukum tetapi memenuhi asas legalitas. 

(5)  Lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain berbentuk: 
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a) Badan eksekutif mahasiswa; 

b) Dharma wanita; 

c) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; 

d) Pondok pesantren; 

e) Paguyuban atau sejenisnya; 

f) Rukun tetangga; 

g) Rukun warga; 

h) Karang taruna; dan 

i) Kelompok swadaya masyarakat lainnya. 

(6)  Lembaga atau instansi vertikal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 

yaitu instansi pusat yang berada di daerah dan merupakan bagian dari 

kementerian/lembaga. 

 Adapun Data Pendidikan Politik yang telah dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan 

selama 5 tahun terakhir sebagai berikut : 

Tabel 2. Penyelenggaraan Pendidikan Politik Masyarakat 

di Provinsi Sumsel Tahun 2014-2018 

No. Kegiatan 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Pendidikan Politik Bagi 

Elemen Masyarakat 

1 2 1 1 1 

2 Penguatan Sistem dan 

Implementasi 

Kelembagaan Parpol 

5 3 1 1 1 

3 Penguatan Budaya dan 

Etika Politik Masyarakat 

2 4 2 1 2 

Jumlah 8 9 4 3 4 

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumsel 

 Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus 

diupayakan oleh Pemerintah. Namun penyelenggaraan pendidikan politik oleh Badan 

Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan selama ini yang salah satu sasarannya ialah 

mahasiswa maupun pelajar hanya dihadiri oleh peserta Perguruan Tinggi ataupun 
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sekolahnya yang bertempat tinggal di Kota Palembang saja. Salah satu penyelenggaraan 

pendidikan politik tersebut dapat dilihat dari peserta yang hadir di kegiatan itu, yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 3. Penyelenggaraan Pendidikan Politik Generasi Muda Tahun 2017-2019 

No. Nama Kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 
Peserta 

1. 

Pembinaan 

Pemahaman 

Pendidikan 

Politik Bagi 

ORMAS 

Perempuan 

Tahun 2017 

28 September 2017 

40 Orang yang terdiri dari Ormas dan 

perwakilan dari sekolah yang ada di 

Palembang. 

2. 

Pembekalan 

Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 

2017 tentang 

Pemilihan 

Umum 

13 September 2018 

1. Perwakilan dari Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 2 

Palembang. 

2. Perwakilan dari Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 3 

Palembang. 

3. Perwakilan dari SMA IBA 

Palembang. 

4. Perwakilan dari SMA Negeri 1 

Palembang. 

5. Perwakilan dari SMA Negeri 15 

Palembang. 

6. Perwakilan dari SMA Negeri 3 

Palembang. 

7. Perwakilan dari SMA Negeri 6 

Palembang. 

8. Perwakilan dari SMA Pembina 

Palembang. 

9. Perwakilan dari SMA Pusri 

Palembang. 

10. Perwakilan dari SMK Bina Jaya 

Palembang. 

11. Perwakilan dari SMK 

Muhammadiyah 2 Palembang. 

12. Perwakilan dari SMK Negeri 3 

Palembang. 

13. Perwakilan dari Universitas 

Muhammadiyah Palembang. 

14. Perwakilan dari Universitas 

Taman Siswa Palembang. 

15. Perwakilan dari FASILKOM 

Universitas Sriwijaya. 

3. 
Pendidikan 

Politik dan Etika 
30 Juli 2019 

1. Perwakilan dari Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 2 
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Budaya Politik Palembang. 

2. Perwakilan dari SMA Negeri 1 

Palembang. 

3. Perwakilan dari SMA Negeri 3 

Palembang. 

4. Perwakilan dari SMA Negeri 4 

Palembang. 

5. Perwakilan dari SMA Negeri 

Sumsel. 

6. Perwakilan dari SMK 5 

Palembang. 

7. Perwakilan dari SMK Bina Jaya 

8. Perwakilan dari SMK 

Muhammadiyah 2 Palembang. 

9. Perwakilan dari SMK Negeri 3 

Palembang. 

10. Perwakilan dari SMK Pembina 1 

Palembang. 

11. Perwakilan dari SMK PGRI 1 

Palembang. 

12. Perwakilan dari SMK Pusri 

Palembang. 

Sumber : Laporan Hasil Kegiatan Pendidikan Politik Bidang IV Politik Badan Kesbangpol 

Prov. Sumsel 

 

 Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dilihat salah satu kegiatan pendidikan politik pada 

tahun 2017-2019 bahwa peserta yang hadir dan menjadi perwakilan setiap sekolah ialah 

sekolah yang ada di Kota Palembang saja. Padahal, Badan Kesbangpol Provinsi memiliki 

hak, wewenang dan juga kewajiban untuk mengundang beberapa perwakilan peserta dari 

berbagai Kab/Kota ataupun menyelenggarakan pendidikan politik di berbagai Kab/Kota. 

Berikut ini ialah nama Kab/Kota yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan: 
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Tabel 4. Daftar Nama Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan 

No. Nama Kab/Kota Nama Ibukota 

1. Banyuasin Pangkalan Balai 

2. Empat Lawang Tebing Tinggi 

3. Lahat Lahat 

4. Muara Enim Muara Enim 

5. Musi Banyuasin Sekayu 

6. Musi Rawas Muara Beliti 

7. Musi Rawas Utara Rupit 

8. Ogan Ilir Indralaya 

9. Ogan Komering Ilir Kota Kayu Agung 

10. Ogan Komering Ulu Baturaja 

11. Ogan Komering Ulu Selatan Muaradua 

12. Ogan Komering Ulu Timur Martapura 

13. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)  Talang Ubi 

14. Kota Lubuk Linggau Lubuk Linggau 

15. Kota Pagar Alam Pagar Alam 

16. Kota Palembang Palembang 

17. Kota Prabumulih Prabumulih 

Sumber : Diolah Penulis pada Website BPKP Prov. Sumsel 

 Selain itu, penyelenggaraan pendidikan politik oleh Badan Kesbangpol Provinsi 

Sumatera Selatan selama 3 tahun terakhir ini berupa kegiatan seminar, yang terkadang 

dilaksanakan satu hari penuh bahkan terkadang hanya setengah hari, dikarenakan 

terdapatnya beberapa kendala seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), 

keterbatasan Anggaran dari Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan lain 

sebagainya.  

 Pada Permendagri No. 36 tahun 2010, Bab IV pasal 6 yaitu kegiatan fasilitasi yang 

berupa; seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, 

asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, 

perkemahan, napak tilas, dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, 

cerdas tangkas, Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini masih 

ada beberapa kegiatan fasilitasi dalam Pendidikan Politik yang belum diselenggarakan 

seperti yang tercantum dalam Bab IV pasal 6 tersebut. 
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 Maka dari itu diharapkan agar “Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan 

Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera 

Selatan” bisa menjadi acuan untuk menutupi kekurangan dan memperbaiki hal-hal yang 

masih belum terselenggara pada fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di Provinsi 

Sumatera Selatan. Terutama bagi kalangan generasi muda yang sangat membutuhkan lebih 

banyak pendidikan politik yang akan berdampak pada pemahaman hak dan kewajiban, 

partisipasi dalam suatu pemilihan, dan setiap warga-warga negara di kehidupan bernegara 

dan berbangsa dalam suatu tanggung jawabnya masing-masing. Dikarenakan mereka 

merupakan suatu penerus bangsa, kemudian akan menjadi regenerasi di masa mendatang. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:  

Bagaimana “Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan?” 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan 

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. 

Sumatera Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Dalam manfaat teoritis yaitu diharapkan agar bisa memberi sumbangan pikiran berupa 

informasi-informasi dan ilmu sosial terkhusus Ilmu Administrasi Publik dan Kebijakan 

Publik maupun Evaluasi Kebijakan Publik.  
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2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai bahan rujukan bagi studi lanjutan maupun studi-studi lain dalam meneliti 

fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik khususnya pada Permendagri Nomor 36 

Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 

b. Sebagai bahan rekomendasi bagi tiap lembaga-lembaga ataupun aktor-aktor kebijakan 

publik dalam evaluasi kebijakan publik khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. 
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